BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.160, 2017

KEMENAG. Dosen Perguruan Tinggi
Keagamaan. Jam Kerja. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

JAM KERJA DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang
Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kementerian Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Agama tentang Jam Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi

Keagamaan;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4586);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang
Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5007);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
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Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari

Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang
Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 563) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor
28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1096);

Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada
Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada
Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1372);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1952);
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Menetapkan

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG JAM KERJA
DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.

2. Dosen dengan Tugas Tambahan/Khusus/Tertentu
adalah Dosen yang mendapatkan tugas tambahan

sebagai pejabat struktural atau yang setara.

3. Jam Kerja Dosen adalah waktu pelaksanaan tugas Dosen
yang dinyatakan dalam satuan jam, baik di kantor, kelas,

maupun di tempat lain atau di luar kantor.

4. Daftar Hadir Dosen adalah daftar kehadiran Dosen pada

waktu tatap muka perkuliahan dan layanan mahasiswa.

5. Lembar Kerja Dosen adalah lembaran yang berisi beban

kerja Dosen berupa tridharma perguruan tinggi.

6. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan
Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Perguruan Tinggi Keagamaan adalah perguruan tinggi
keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan
oleh pemerintah dan/atau masyarakat di bawah

pembinaan Kementerian Agama.
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Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks
adalah  beban  belajar mahasiswa dan  beban
pembelajaran Dosen dalam sistem kredit semester, di
mana 1 (satu) sks setara dengan 50 (lima puluh) menit
tatap muka di kelas, 60 (enam puluh) menit kegiatan

terstruktur, dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri.

Kegiatan tatap muka di kelas adalah proses pembelajaran
Dosen di dalam ruang kelas sesuai bobot sks mata kuliah

yang diampu.

Kegiatan terstruktur adalah tugas yang diberikan kepada
mahasiswa oleh Dosen yang berkaitan dengan materi
mata kuliah, dimonitoring, dievaluasi, dan dinilai oleh

Dosen pengampu.

Kegiatan mandiri adalah tugas mandiri yang diberikan
Dosen kepada mahasiswa di luar jam kegiatan tatap
muka di kelas sebagai pendukung dan pengayaan

akademik mahasiswa.

Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan adalah Rektor
pada Universitas dan Institut, dan Ketua pada Sekolah

Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Pasal 2

Dosen berkewajiban:

a.

melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat;

merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran,

serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik
dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
bertindak objektif dan tidak diskriminatif;

menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan,

hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

dan

memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan

bangsa.

Pasal 3

Dosen tetap wajib melaksanakan Tridharma Perguruan
Tinggi paling sedikit 12 (dua belas) sks pada setiap
semester, sepadan dengan memenuhi ketentuan bekerja
penuh waktu paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma

lima) jam secara akumulatif setiap minggu.

Bekerja penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dicatat dalam Lembar Kerja Dosen secara elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi Tridharma
Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan Lembar Kerja Dosen secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan.

Pasal 4

Dosen wajib mengisi daftar hadir pada setiap kegiatan

yang berupa pengajaran, pembimbingan, dan pengujian.

Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada saat hadir dan pulang secara

elektronik.

Ketentuan jumlah jam yang wajib dipenuhi dalam
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni

sebagai berikut:

a. bagi Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli >
(lebih besar atau sama dengan) 21 (dua puluh satu)

jam per minggu;

b. bagi Dosen dengan jabatan fungsional Lektor >
(lebih besar atau sama dengan) 17 (tujuh belas) jam

per minggu,;
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c. bagi Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala
> (lebih besar atau sama denganl3 (tiga belas) jam

per minggu; dan

d. Dbagi Dosen dengan jabatan fungsional Profesor >
(lebih besar atau sama dengan) 9 (sembilan) jam per

minggu.

Pasal 5

(1) Dosen dengan tugas tambahan/tugas khusus/tugas
tertentu wajib mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja

37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.

(2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada saat hadir dan pulang secara

elektronik.
3)
Pasal 6

Pengisian Lembar Kerja Dosen dan daftar hadir secara manual

dapat dilakukan apabila:
a. sistem elektronik tidak tersedia;

b. sistem elektronik mengalami kerusakan atau tidak

berfungsi;

c. sidik jari atau identitas lain tidak terekam dalam sistem

daftar hadir elektronik; dan/atau

d. terjadi keadaan kahar (force majeure).

Pasal 7

Dosen yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan keterangan sebagai berikut:

a. S (sakit) yang dibuktikan dengan surat keterangan

dokter;
b. I (izin) tidak masuk kerja;

c. D (dinas) yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;



2017, No.160

d. C (cuti) yang dibuktikan dengan surat izin cuti;

e. TB (tugas belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas

belajar; dan

f. TK (tanpa keterangan) tanpa diketahui alasannya.

Pasal 8

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
diberikan oleh atasan langsung Dosen atas dasar

permohonan tertulis yang disertai alasan.

(2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat memberikan atau menolak permohonan izin.

(3) Dalam hal ada kepentingan yang sangat mendesak surat
permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah masuk

kerja.

Pasal 9

(1) Dosen berhak mendapat cuti sama dengan ketentuan

yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang lain.

(2) Pelaksanaan cuti bagi Dosen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan dengan

mempertimbangkan pemenuhan pelayanan.

Pasal 10

Format daftar hadir, rekapitulasi daftar hadir, surat
permohonan izin/pemberitahuan, dan surat keterangan,
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi

Keagamaan.



2017, No.160

Pasal 11

Dosen yang tidak memenuhi ketentuan bekerja penuh waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan
perundang-udangan yang mengatur mengenai disiplin kerja
dan kehadiran Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013
tentang Disiplin Kehadiran Dosen di lingkungan Perguruan

Tinggi Agama Islam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



